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Amlapura (Bali Post) -
Pemkab Karangasem me-

nargetkan menutup total se-
luruh lokasi galian C tanpa
izin alias bodong. pada awal
tahun 2016. Langkah tegas ini
dilakukan untuk mencesah
kerusakan yang lehih parah.
akibat aktivitas galian C yang
semakin tidak terkendali di
wilayah yang tidak diperbo-
lehkan. Sebelum menutup,
sosiali^sasi akan tdrus dilaku-
kan agar masyarakat maupun
pengusaha tidak kaget dan
mempersiapkan diri,mencari
pekerjaan lain atau melakukan
galian di lokasi yang d[perbole-
hkan pemerintah daerah.

Penegasan itu disampai-
kan Sekda Karang3sem, I
Gede Adnya Mulyadi, saat di-
hubury;i Rabu (11/1 1) femarrn.
Ia menyampaikan [emuan
dan rekomendasi BP,K harus
dijalankan, karena galian C
tak berizin memang harus
ditutup. Namun, karena masih
dalam momen pilkada, terlebih
Kararigasem masuk dalam

z0na L. pihaknya kemudi-
r Satpol PP bersama
:kait lainnya dj da-
ustisi memberikan

tempat ya4g memang diper-
bolehkpn pemerintah daerah,
seperti di Kecamatan Kubu.
Saat ini masih ada sekitar
41 pengusaha yang masih.
melakukan galian C tanpa
izin. Sementara, warga set-
empdt, mayoritas melakoni
pekerjaan sebagai buruh di
sekitar lokasi galian C. Dis-
inggung la4gkah ini menim-
bL lLarr reaksi keras baik dari
pengusaha maupun warga
setempat, Sekda mengaku
memahaminya. Pasalnya,
Iokasi galiap C sud4h menjadi
pekerjaan ri'arga sehari-hari.
Namun, pernerintah daerah

. juga tidak bisa membiarkan
kerusakan lingkungan terus
terjadi, karena melakukan
galian melewati batas kedala-
man maksimal.

. Pihziknyaberharap,dengan
penutupan galian C tanpa izin
ini, lahan yang sudah dikeruk
dapat direklamasi lagi. Kemu-
dian dijadikan lokasi pusat
pengembangan tanaman or-
ganik. (kmS31)
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Dikaj
Mangupura (Bali fost) -

Postur Rancangan APBDi (RAP
ternyata lebih ba4yak diserap unr
tur dibandingkan belanja publik
aparatur atau pegqwai meningkat llt
dari Rp |. 183.70I.9p5.743,6E pada Af,
Rp 1.340.824.091.324.08 pada RAPBII)
belanja publik anllok-drastis l
dari Rp 2.343.501.293.6?4,26 tah
2.295.583.398.565.56 pada 20 16.

Tingginya belanja pegawai
tersebut. mengundang reaksi
wakil rakyat dr DPRD Badung.
Mereka menilai timpangnyi
antara belanja aparatur dan
publih har"us diubah. "Semes.
Jinya idealnya belanja publih
lebih besar daripada belanja
aparatur," ujar anggota Komisi
III DPRD Badung Putu Alit
Yandjnrrta, Rabu (11/11) ke-
mann.

Menurutnya. pihaknya
akan kembali melakukan ka-
jian. Sebab, APBD 2016 masih
dalam Lahap pembahasan, se-
hingga rnasih ada kesempatan
untul mengubah. "Komposisi
belanja apartur lebih besar
daripada publik sanpiat tidak
ideal. Apa pun yang tedadi,
komposisi belanja publik ini
harus letap diperhatikan,"
terangnya.

Dia beqrandapat, belanja
publik bisa lebih besar daripada
aparatur. asalkan pemerin-
tah jeli. Misalnya, sisa lebih
penggunaan anggaran (silpa)
diarahkan pada belanja publik.
'?egawai harw tetap sej{htera, .

tetapi jangan sampai fakyat
dikorbankan," tegasnya.
. Ketua. Komisi III Nyo$an
Satriajuga mengalu heran den-
gan ulah eksekutif yang t€rus
nenaihkan belanja aparatur.

lanjai,lparatuf

Minta
tdr
an

ng

IantamtF+an
lwar me[Fapal
Iebih. Sfbhb,

tif untuk menaik'
aparatur. '"feius

ob

terang kamr dr Dewan jusz.
heran. [ok hlsa tenrs ekseluiif
menail{cen belanja untuk di
nnya sendin," k:rtanva.

Dia mengaku alan men-
elusuri ketLnpangan tersebut-
Pasalnya. p,rhtisi asirl Mengwi

irri menaruh curiga pad+sikap
eKsekutf y4ng turus rnerEik-
kal penghasilan mereka. ,Xami
atan telusuri ada apa di ba-lik
ux, ualpnya singkat.

Pembahasan APBD 2016
terancam Inolor. Pasalnya,
Dngga saat jnr penjabat buDatr
betum mcn+rim berkas pen.
orlxpng pcrnDahasan RAPBD.
rermasuk, peraturan bupati
0lerbup ) bentang kenaihan tam_
lahSn p_cngbasrlan pegawar.
Danf,sl.dall mc,lornya ApBD
rru adahh tdak cairnya gaji
sela-qla enanl br an berturut_
tuut. (kmb27)

) Badung 0dro
belanja apafa-
rhkan, belanja
157 miliar lebih
) 2015 menjadi
16, Sedangkan
Rp 47 miliar

l5 menjadi Rp

Yandinata d.an Nyomqn Setria

ngMsilaa pegawai
besar pada 2015,
miliar. 'Tidak ada

eksekutif dalam
belanja pegawai.
aikan dolar. atau

mengkaji dan
yang dija{r}an

rai yang clijafli{an
nya. 
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Regulasi Pengad

Singaraja (Bali Post) -
Rencana pengadaan 29 unir

Te

Dari informasiyang dihimpun garkan llt
Rahu r l1/11 r kemarrn. pen- Kemcn,ir*
gadaan mobdin untuk dewan lhrnbag,l i
ini diwar:anakan sejak Badan tbrpeng,{ rlL

Anggararr tBanggar) DPRD ber- ursinan ,,e
sama Trm Anggaran Pemerintah lantarr': t
Daerah I'TAPDt melakukan pem- qre44-k+ r t
bahasan KUA-PPAS. Kr'rika itu. Ata. ll
dewan mcngusulkan membeli 29 lbmbael ,

unit mobdin tahun 2016. Lan- roembaIrl
taran kesulitar anggaran. dewan lian m,f ,d
pun merelakan anggaran bans,,s Usulan I u
mereka dipangkas untuk mem- has di e["1
belian mohdin. Saat anggaran kandas lr
dibahas. dewan sempat mbminta Rancanrl ,r
penjelasan terkait regulasi pem- rnulai lJ rr
bclian rnobdin ke Kementerian rrcmbehi n
Dalam Negeri tanggal 29 Okt'>
ber 2015. Hasilnya, Kemendagri Mobdirr I
menyatakan pemerintah belum Ketrt r
menerbitkan regulasi yang men- atna di
gatur pemberian fasilitas mobdin Putra r
untul anggota dewan. rlgulan

Wakil rakyat asal Buleleng pun Luta d

2016 mendatang akhirnya batal.
atur tentang pembelian mobdin itu.

tahun depan. Dari APBD gbr
anggota dewan.

Ba Po5r*hb38

Ketua DPRD Buleleng
Gecle Supriatna

WakiJ rrkyat ascJ Brrl"lcngpun guta d, {..r
diingatkarr agar tidak mengang- Srkap , 

] 
,r

n Mobdin Tak Ada

ima Bansos
2Arc
(mobdin - red) untuk anggota dewan tahun
rn ini karena tidak ada regulasi yang meng-
itu, anggaran dana bantuan sosial (banso"s
embeli mobdin. dipast lkan diterima utuh
rasikan Rp 500 juta untuk masing-masing

rbclian mobdi:r it u.
juga mengi$gatkan.
wan langan rdudah
atau mengikuti ke
rpa kabupfften lain,
rrigan gef[d$kung
gu.eti m{!$nl

koor{irt[$ itu,
memlltuskan

t rencana pembe-
2016 mendatang.

semula gencar diba-
tlgwap. ali{irnya
h jalanllt{ingga
D Bulelffr$ 2016
oroaoaq uBrual

dihapuskan.

talkan
PRD I Gede $upri
ingi Kabag Humas
na membenarkan

telah dibdtallkan.
ian mobdin ang-

koorpinapi dan memerhatrkan
pet{njrrli Kemendagri yang
mer4rang pemenntah claerah
menf anggarkan pembelian mob-
din. lAlasdnnya, tidak ada regu-
rasl yang retas.

S$priatna pun telah menyam-
paik]an \epada seluruh ang-
gotalya. Dia menghardpka n.
olsKljlsl a[au pandangan terkatt
rencana pembelian mobdih tidak
lagi dimunculkan. Soalnya, su-
dahjplas lidak ada regulasi yang
mengatui.. Sesuai PP No. 24
tahuf 20Q6, perubahan ke-2 PP
No.37 taHun 2006danPPNo 2t
tahun 2007 tcntang Kedudukar.
dan protgkoler dan Keuangar
Angdota DPRD, diatur fasilitar
mobdin dan rumah dinas diberi
kan kep:rda unsur pimpina r
DPRp. Anggota dewan tdk ber-
hak dtas fasilitas mobdin.

D;ilam pt mbahasan Racangan
APBD ini ringeotanya fokus mem-

bahas anggaran mtuk melanjut-
kan pemhangunan Buleleng. ' Saya
kira strdah jelas rencana pembelian
mobdin yang semula diusulkan
kaw.r+kawan itu batal. Karena
tidak {d.r regulasi yang mengatur
soal itu. Brlat apa lembaga terus
mempdtbincqngkan itu. I4bih baik
lqta foku-s bahes angmmn pem-
bangu-qan ke depan, ' tegasnSa.

Bulati Agus Suradn.! ana usai
sidangJ parif urna membenarkan
rencaria pelubelian mobdin de-
wan dlbatalkan. Pembatalan ini
bukanl karena eksekutif tidak
setuju usulan dewan itu, t€tapi
karena trdak ada dasar hukum-
piiaknya tflak ingin memaksa-
kan. Jika rencana ini dipalsakan
sangat berisiko menimbulkan
persoalan di kemudian hari.
"Karena tidak ada dasar hukum
membe[ mobdin itu, saya harap
keputusan ini dihormati," pinta
Bupati PA$ setetujui Sekkab
Puspa*a. (llmb38)

ini sesudi lhasil

Buleleng
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siddnd 4$ si LPD Sinabun 7waAkuiTerda
Buat Lal,jorara Fikti

Denpasar (Bali Post) - persidar gr{n. disunakan olch ferrtr
Setelah memeriksa saksi ' Lan

meringankan, terdakwa I terseb
Gusti Nyoman Sutapa alias mengar
Gusti Topong (53) selaku *unakr

- digunakan oleh terdakwa
!e mgnjr uang untuk membiarai kredit Rp
Gust i Topong 460juta. untuk;saha bara Rp
o, uang itu dia 300 ribu, sewa kontrak tanair
ntuk membuat usaha bata merah splama

Gustr Nyoman Sutapa ahas mengatir$n. uang itu dia 300 ribu.,nwa kontrak tanairt'usli _l ol)ong tbJ) setaku *unakfll r frntuk membuat usaha bata m(,rah selama
Ketua Lt'U srnabun,Sawan. usaha llr+ merah. Hanya. 4 lahun dengan rincian per
Buleleng. Rabu (11/11).,ke- usahanl.,al tidak berhaiil. tah Lrn Rp lrr jirra. J"go rnJnr_marro langsung diperiksa dengan ilrlih tidak ada yang beli schrdang tanah -seluas 

6
sebagai terdakwa. Terdakwa rnelanlt{ kfn mencetak b_ati are Rp 300 juta. usaha ayamyang ditudrng atasdugaan 

'oerah. f o{rinitu. pembelrn- trr"ii"i np zOl.lir.,n",'ril:,i.
korupsr hrngga Hp t.9 m rar raSuga f.r{ sepi.Sedangkan sisabrgrrrnutangRp30jura.
itu, mengakui kesalahannya. rusaha al'a[r bioilernva ikut brala liebctrrhari seiad]hari
Dia salah karena membuat kolaps.ITlrdakwa menga- Rp J0 juta. membangun ru-
Iaporan fiktif. takair. 

"f 
'afln bro.ilernya m"ati *'ul np tcOj"tu. ;;tuy;.

. Terdakwa -yang did_a_mp- sebelurn[ plftre,n. Selain untuk tabungin *ajib Rp ZO,5i,itn.
ingi kuasa,hukumnya. Made usaha, t f rlakwa mengakui m"-li.ya" p""t"t' pii:i'riu"
Srerrlilro rli hodr-qn maidli. .,1^,riL.ii:11^- +^-^L D:S Llardika_, diha@lan majelis ada dib,ih{an tanah R-p ioo ilf i,s 1"t", d"r, ,i"-b"yr"
hakim dikeruai Edwa.j Har- juta. deog{n luas 6 are. adminisirasiRp 7s ribu. Atas
ns :'rnitga mengaku drrinya Atas UerkaLuan kesalahan dasar rlulah. diketahuj ter_
sering memb_uat laporan agar terdalwiL lifu. majelis bakim dakwa yang mengtntungkansenng memb_uat laporan agar terdaLwl' lilu. majelis ba\im dakwa yang mengtntungkan
seimbang. Selain itu, ter- me_mbelillan kesempatfin din sendiri atariorang"lain
dakwa.juga n9ng1\u mem- pada jaf Sfl untuk membuat atau suatu korporasi'telah
iajam hingga Rp 1,5 miliar. tuntutarl fftbelumnya, da m merugikan keuangan negara
"Ya, totalnya ada Rp 1,5 dakwaafir laksa dijelashan atauLPIJ Sinabrin Rp-r. 9
miliar," sebutnya di depan uang pfp]jlman dari LPD miliar. (kmb3?)
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Dana Bagi Ha
Denpasar (Bali Post) - i ,

Tuntutan danabagi hasil dari pariw
DPRD Bali untuk merevisi UU No. 33

menjadi penerimaan negara secara la
menyumbang pendapatan ddri Visa on
bentuk penerimaan negarfl bukan paj

Perimbangan Keuangan, dinilai a
Pasalnya, devisa dari wisatawan yan!

Sulit

dari pariv
bisa dilak

"Target PNBP dalarn AFBN
2015 Rp 3,5 triliun. Jika dia-
sumsikan 40 persen wisatawan
mancanegara datang kei Bali,
maka PNBP yang bersumbgr dari
wisatawan yang'berkunjurtg ke
Bali Rp 1,4 triliun," ujar anggota
DPR-RI Dapil Bali I Wayan Ko-
ster dalam rapat kerja DPRD Bali
dengan Gubernur, anggota DPR
dan DPD-RI dapil Bali, bupati/
wali kota se-.Bali dan Ketua DPRD
se-Bali, Rabu (11/l l) kemarin.

Koster melanjutkan, dana itu
pun penggun aannya dikembalikan
lagi ke pihak Imigrasi sebagai
dana peningkatan dan pengem-
bangan kei-urigrasian. Sementara
devisa yang pada tahun 2014 di-
tafsir Rp 59 triliun, sudah diterima
pengp-aha hotel. pemilik restoran.
pbne?bairgan. pengusaha jasa.
p€dagang dan masyarakat. Perner-

bukan sek{, r

dengan no.[r
alam. Pencl r

GABUNGAN - Suasana Yopat .gt-tbungol
DPD-RI, Gubernur BaIi, buplr'li dan walt
ontn. IIPRD Prouinsi d.an DPRD se-Bali miota DPRD Provinsi d'an DPRD se-Bali m t
Tongon, Rabu ( I 1/1 1) hemarin di hantor, '

il

tl

I

dari Pariwisata,

rterkaitgdbdsan
un 2004 tefthng
sulit ternlhrjud.

ung. Bali hanya
ival(oA) dalam'PNBP).

ta ini bisa dikomentari

ngke Balitidak

rwujud,

acara Citra Bali

Global FM,

08.00 - 09.30

sudahmenerima
rtel dan restoran.
k dana bagi_ hasil

telah lmenerima dana trafisfer
daerah dan dana desa Rb b,ze
triliun. Dana ini sudah termasuk
kompdnen yang,bersumber dafi
pajak r penghasilan perorangari-

dia pu$ya minyak. gas dan egaia-
macani, itu APBD-rtya Rp 15 tril-r untuk Sallldaak

,. Sebab, parltyibata
rimeryang !$r{eda
klatursu4bSdaya
tannegand#llvisa
iwisatamen${kan

L Kementepian
tidak {ik{lola

n. sehinggddduk
ikan sebagai hasil

i untuk daerah."
Badan Anggaran

nambahkan, Bali

Bali ftbvkmb23

nggoto DPR-RI'
a bersam,a oryg-

UU Perim-
D Bali.

anggatan 5'ang lain seperti in-
frastnfktur untuk membiayai
pelest{rian adat, budaya dan
lingkufg:rn. Hal itu merupakan
basianldari beban moral Bali se-
ba[ai jfndeta drn slrcu;room-nya

Indon*ia. "Di situ PersoalannYa'
SunavA tetap tampil canti-k. ada
biava liosmeiik. itu kira-kira. Se-

-.,u pAdu intin5'a kita ingrn Bali
mendapat kan hak Yang lebih adil.
Tanpa bermakspd kita mengecil-
kan daerah lain, tetaPi Bali PunYa
tanggung jawab tersendiri seba-
gai jendelanya Indonesia, sebagai
shnwroon rnya Indonesia, itu Yang
oentinh." ieJasnva.' Wafil kirtua-DPRD Bali NYo-

man Sugawa Korry menambah-
kan, Bali sebagai daerah tujuan
pariwisata sudah sepantasnya
mengegrakan cultural heriage dan
enuirorlt e nto,l danrxinnkepa{a para
wisatqwan asing. Seperti yang
telah dilaklkan 9 negara di dunia,
terma$uk di dalamnya Prancis,
Jepang dan Cina. "Jadi, kita bu-
kan. merengek-rengek ke pusat.
melainkan memperjuangkan hak
kita." tegasnya. (krnb32)
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